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ABSTRACT

This study analyzes the stages of the Merdeka Curriculum policy process in
Indonesia using William Dunn's model. As a recent educational reform, the
Merdeka Curriculum emphasizes flexible, student-centered learning and aims to
cultivate character and competencies relevant to the 21st century. This qualitative
research employed document analysis, interviews, and observations involving
stakeholders such as policymakers, principals, teachers, and students. Data
analysis was conducted through thematic coding and triangulation, guided by
William Dunn’s stages of policy process (problem identification, formulation,
tmplementation, and evaluation), to ensure validity and depth of findings. The
results indicate that the policy process comprises four main stages: (1) identifying
limitations of the previous curriculum and globalization demands, (2) formulating
solutions rooted in Pancasila values and 21st-century skills, (3) implementing
teacher training and resource development, and (4) evaluating learning ontcomes
and systemic impact. Key challenges include regional resource disparities, uneven
teacher readiness, and infrastructure gaps. Conversely, the curricnlum offers
opportunities for innovation through project-based learning and school antonomy.
The findings underscore the necessity of continuons teacher training, equitable
resource distribution, and multi-stakebolder collaboration to optimize the
Merdeka Curriculum’s implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tahapan proses kebijakan Kurikulum
Merdeka di Indonesia menggunakan model William Dunn. Sebagai
reformasi pendidikan terbaru, Kurikulum Merdeka memberikan
tekanan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik
untuk membangun karakter serta kompetensi yang relevan dengan
abad ke-21. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis dokumen,
wawancara, dan observasi dengan melibatkan pemangku
kepentingan seperti pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, dan
peserta didik. Analisis data dilakukan melalui pengkodean tematik
dan triangulasi, mengacu pada tahapan model William Dunn
(identifikasi masalah, formulasi, implementasi, dan evaluasi), untuk
memastikan validitas dan kedalaman temuan. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa proses kebijakan mencakup empat tahap
utama: (1) mengidentifikasi keterbatasan kurikulum sebelumnya dan
tuntutan globalisasi, (2) merancang solusi berbasis nilai Pancasila dan
keterampilan abad ke-21, (3) mengimplementasikan pelatihan guru
dan pengembangan sumber daya, serta (4) mentransmisikan hasil
pembelajaran dan dampak sistemik. Tantangan utama meliputi
disparitas sumber daya antarwilayah, kesiapan guru yang tidak
merata, dan kesenjangan infrastruktur. Di sisi lain, kurikulum ini
menawarkan peluang inovasi melalui pembelajaran berbasis proyek
dan otonomi sekolah. Temuan penelitian menekankan pentingnya
pelatihan guru berkelanjutan, pemerataan sumber daya, dan
kolaborasi multistakeholder guna mengoptimalkan implementasi
Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Perumusan dan penerapan kebijakan pendidikan merupakan proses yang melibatkan banyak
pihak dan melibatkan berbagai tahapan serta pemangku kepentingan (Puad & Ashton, 2023). Di
Indonesia, Kurikulum Merdeka atau yang dikenal dengan Kurikulum “Merdeka Belajar”
merupakan perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia, yang menekankan
pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan abad ke-21
(Lembong et al., 2023). Konsep kurikulum ini dicirikan oleh model pembelajaran yang fleksibel,
otonomi siswa, dan integrasi pembelajaran berbasis proyek, yang bertujuan untuk menumbuhkan
pengembangan karakter dan kompetensi esensial. Implementasinya melibatkan pemberian
otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru, serta mendorong praktik pembelajaran yang
inovatif dan kontekstual. Kurikulum ini merupakan inisiatif terkini yang dirancang untuk
menyediakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan (Hadi et al., 2023).

Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan nasional, seperti tuntutan
globalisasi, tuntutan keterampilan baru, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Akar permasalahan
yang ditangani oleh Kurikulum Merdeka adalah ketidakcukupan kurikulum sebelumnya untuk
memenuhi tuntutan globalisasi, rendahnya kinerja dalam penilaian internasional, dan perlunya
penguatan karakter dan keterampilan abad ke-21 siswa. Kurikulum Merdeka juga dirancang sebagai
respon adaptif terhadap tantangan era digital dan globalisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan
pemikiran kritis, kreativitas, dan literasi digital di kalangan peserta didik (Saa, 2024). Mengingat
skala dan dampak potensial Kurikulum Merdeka, analisis menyeluruh terhadap proses kebijakannya
sangat penting untuk memahami pengembangan, implementasi, dan tantangan potensialnya.
Tinjauan teoritis sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat dalam memahami
kompleksitas proses kebijakan dalam pendidikan. Penggunaan model William Dunn sebagai lensa
teoritis memungkinkan eksplorasi sistematis setiap fase dalam siklus kebijakan, memastikan bahwa
analisis didasarkan pada literatur ilmu kebijakan yang mapan (Bochel, 2022).

Pendekatan ini tidak hanya memperjelas kerangka konseptual penelitian tetapi juga
menempatkan penelitian dalam wacana yang lebih luas tentang analisis kebijakan pendidikan.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya terhadap proses kebijakan
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Kurikulum Merdeka dengan menggunakan model proses kebijakan William Dunn, yang belum
banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya tentang reformasi kurikulum Indonesia. Penelitian
ini akan menganalisis proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia melalui lensa model
proses kebijakan William Dunn, yang menyediakan kerangka terstruktur untuk memeriksa berbagai
tahap yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Wahyuningsih et al., 2024).

Model proses kebijakan William Dunn merupakan kerangka analitis komprehensif yang
membagi proses kebijakan ke dalam beberapa tahap utama: identifikasi masalah, perumusan
kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghentian kebijakan. Setiap tahap
melibatkan aktivitas dan proses pengambilan keputusan spesifik yang membantu menangani isu
publik secara sistematis dan menilai efektivitas intervensi kebijakan. Dengan menerapkan model
ini, peneliti dapat secara kritis memeriksa bagaimana kebijakan pendidikan dikembangkan,
diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks teoritis yang terstruktur. Penelitian sebelumnya
sebagian besar berfokus pada aspek deskriptif atau tantangan spesifik dari implementasi Kurikulum
Merdeka, sedangkan penelitian ini menawarkan analisis komparatif dan terstruktur berdasarkan
kerangka proses kebijakan teoritis. Proses kebijakan Model William Dunn ini menawarkan
kerangka kerja yang komprehensif untuk membedah tahapan rumit dari pengembangan kebijakan,
implementasi, dan evaluasi. Model ini mencakup berbagai tahapan, termasuk identifikasi masalah,
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghentian kebijakan
(Thoriq & Mahmudah, 2023).

Kebebasan intelektual menjadi prinsip dasar Kurikulum Merdeka dengan mereformasi
pendidikan sekolah untuk memprioritaskan kemandirian siswa dan pendidikan yang responsif
terhadap situasi dan pengembangan siswa yang menyeluruh. Siswa di bawah Kurikulum Merdeka
memperoleh kebebasan instruksional selain kegiatan pembelajaran yang dipersonalisasi yang
dirancang berdasarkan minat dan kebutuhan pribadi mereka (Anzani, 2023). Guru menerima
kekuatan melalui desain kurikulum ini untuk membuat instruksi yang disesuaikan berdasarkan
kebutuhan siswa bersama dengan pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan kolaboratif di
samping kreativitas (Rahmawati, 2023). Dikembangkan oleh Kurikulum Merdeka, para guru fokus
pada pertumbuhan siswa yang etis dan moral yang menyampaikan nilai-nilai Pancasila nasional (Sari
et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dukungan strategis
tethadap Generasi Emas Indonesia melalui pengembangan otonomi siswa bersama dengan
pendidikan keterampilan abad ke-21 tetapi menghadapi tantangan dari kesiapan guru di samping
ketidaksetaraan sumber daya (Syahrir et al., 2024).

Wawasan tentang perkembangan proses kebijakan Kurikulum Merdeka sangat penting
karena wawasan tersebut menetapkan berbagai poin penting. Pengetahuan yang diperoleh dari
analisis  kebijakan ~mengungkap pengaruh terhadap pengembangan kurikulum = serta
mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi beserta rintangan yang dihadapi
pada saat implementasi (Syofyan & Oknaryana, 2021). Para pembuat kebijakan bersama dengan
para guru dapat meningkatkan adopsi kurikulum di seluruh negeri dengan mengevaluasi aset
kebijakan dan kekurangan yang diperoleh dari proses tersebut. Studi ini menganalisis prosedur
pembuatan kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia melalui pemeriksaan model William Dunn.
Penelitian ini penting karena memberikan gambaran holistik tentang dinamika, tantangan, dan

peluang dalam proses kebijakan Kurikulum Merdeka, yang berfungsi sebagai referensi berharga

Sarrayu, Purwoko, Hasin


http://u.lipi.go.id/1499469613
http://u.lipi.go.id/1522316519
http://u.lipi.go.id/1522316519

JOURNAL'OF;ISLAMIC EDUCATION POLICY,

JIEP: Journal of Islamic Education Policy
ISSN (p): 2528 - 0295 ISSN (e) : 2528-0295 W
Volume 10, Nomor 1, Juni (2025), h.1-12 ‘\

bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan untuk mengoptimalkan implementasinya di
Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis secara
komprehensif proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia (Saputra & Hadi, 2022).Metode
pengumpulan data meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis dokumen
meliputi telaah menyeluruh dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, publikasi akademis, dan
laporan media yang terkait dengan Kurikulum Merdeka (Sucipto et al., 2024). Dokumen-dokumen
ini memberikan informasi berharga tentang tujuan, desain, strategi implementasi, dan mekanisme
evaluasi kurikulum. Untuk mengumpulkan laporan langsung dan beragam perspektif tentang
proses kebijakan Kurikulum Merdeka, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para
pemangku kepentingan utama. Pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk memilih
peserta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan, termasuk pembuat kebijakan,
pakar pendidikan, kepala sekolah, guru, dan siswa. Wawancara tersebut mengeksplorasi
pemahaman peserta tentang kurikulum, keterlibatan mereka dalam pengembangan dan
implementasinya, persepsi mereka tentang kekuatan dan kelemahannya, dan saran mereka untuk
perbaikan.

Analisis data melibatkan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Proses analisis data
dimulai dengan pedekatan deduktif, dengan menggunakan model proses kebijakan William Dunn
sebagai kerangka kerja untuk memandu pengodean dan kategorisasi awal data.

Gambar 1. Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Model Proses Kebijakan
William Dunn

A. Problem Identification

B. Policy Formulation

Dunn's Policy Process Model B

Sumber: Diadaptasi dari Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis (6th ed.). New York: Routledge

Data tersebut kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang
muncul terkait dengan proses kebijakan Kurikulum Merdeka. Perangkat lunak analisis data
kualitatif digunakan untuk memfasilitasi proses pengkodean dan analisis. Menurut Lubis et al.
(2024) penelitian kualitatif terbukti cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan penyelidikan
komprehensif terhadap detail rumit dari proses kebijakan Kurikulum Merdeka. Analisis sosial
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melalui penelitian kualitatif berupaya untuk menemukan dan menafsirkan makna yang mendasari
masalah sosial yang memengaruhi banyak subjek manusia (Lubis et al., 2024). Investigasi ini
menggunakan observasi pemangku kepentingan dan data pengalaman untuk menawarkan
pemahaman yang luas tentang proses kebijakan pendidikan Indonesia serta implikasi
pendidikannya.

Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengumpulkan data (Ferdaus & Novita, 2023).
Observasi dilakukan di sekolah-sekolah terpilih yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka.
Catatan lapangan diambil selama observasi untuk mencatat interaksi antara guru dan siswa,
penggunaan sumber belajar, dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Pemilihan partisipan
dilakukan langsung oleh penulis untuk memastikan representasi yang beragam dari tingkatan dan
pengalaman (Jo, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Proses Kebijakan Dunn dan Kurikulum Merdeka
Bagian berikut menyajikan analisis komprehensif tentang proses kebijakan Kurikulum

Merdeka di Indonesia melalui sudut pandang Model Proses Kebijakan William Dunn. Analisis ini
bertujuan untuk mengkaji secara sistematis setiap tahap pengembangan kebijakan, mulai dari
identifikasi masalah hingga evaluasi dan penghentian kebijakan, guna memahami dinamika,
tantangan, dan peluang yang mendasarinya terkait dengan implementasi kurikulum. Dengan
menerapkan kerangka kerja Dunn, studi ini berupaya memberikan perspektif terstruktur dan kritis
tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diformulasikan, dijalankan, dan dinilai, serta menyoroti
wawasan utama yang dapat menginformasikan perbaikan kebijakan dan reformasi pendidikan di

masa mendatang di Indonesia.

1. Identifikasi Masalah

Model proses kebijakan William Dunn dimulai dengan identifikasi masalah yang
mendeteksi perubahan kebijakan dan kebutuhan kebijakan baru. Beberapa faktor inti
memengaruhi fase identifikasi masalah pengembangan Kurikulum Merdeka seperti definisi
kelemahan Kurikulum 2013 bersama dengan persyaratan dari pasar kerja kontemporer dan
persyaratan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi, tiga
akar masalah inti diidentifikasi selama fase ini. Pertama, banyak guru menunjukkan
pemahaman dan kesiapan yang terbatas untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, karena
mereka tidak memiliki pelatihan yang memadai dan panduan yang jelas untuk mengadopsi
pendekatan pedagogis baru dan mengintegrasikan teknologi secara efektif. Kedua, sumber
daya dan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil dan
kurang mampu, menghambat penerapan kurikulum yang adil dan membatasi akses ke
pengalaman belajar yang berkualitas. Ketiga, konten kurikulum sebelumnya sudah
ketinggalan zaman dan gagal membahas keterampilan penting abad ke-21 seperti berpikir
kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara hasil
pendidikan dan tuntutan tenaga kerja modern. Standar pendidikan sebelumnya yang berjudul
Kurikulum 2013 menuai kritik tentang penckanannya yang betlebihan pada hafalan
sementara kehilangan hubungan dengan kehidupan siswa (Nurhattati et al., 2020). Guru
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menghadapi kesulitan internal dan eksternal selama penerapan Kurikulum Nasional menurut
Anif et al. (2020). Kemajuan teknologi yang bergerak cepat dan aktivitas ekonomi dunia dari
tenaga kerja abad ke-21 membutuhkan kompetensi penting baru seperti berpikir kritis dan
pemecahan masalah serta kemampuan kolaboratif yang tidak diajarkan dengan baik oleh
kurikulum yang sudah ketinggalan zaman. Inisiatif transformasi pendidikan di bawah
kebijakan pemerintah mendorong inklusi teknologi dalam pendidikan menurut Kochetkova
dan Kochetkov (2022) melalui Kurikulum Merdeka. Negara ini menghadapi masalah dengan
kualitas pendidikan yang buruk karena menunjukkan kinerja di bawah rata-rata dalam survei
siswa di seluruh dunia seperti Program Penilaian Siswa Internasional.

2. Perumusan Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan dikembangkan dalam tahap ini untuk menyelesaikan
masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Sebuah tim yang dibentuk oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mencakup akademisi bersama dengan para pendidik dan praktisi
untuk membuat Kurikulum Merdeka. Penelitian ekstensif yang melibatkan konsultasi
pemangku kepentingan mengarahkan tim untuk mengidentifikasi opsi kebijakan yang luar
biasa. Perumusan kebijakan utama Kurikulum Merdeka meliputi: (1) menekankan
pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan instruksional inti untuk menumbuhkan
karakter dan keterampilan penting siswa; (2) berfokus pada kompetensi penting dengan
merampingkan konten pembelajaran dan memprioritaskan literasi dan numerasi; (3)
memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal; (4)
memperkuat Profil Siswa Pancasila melalui proyek-proyek khusus dan pendidikan karakter;
(5) memperkenalkan mata pelajaran terintegrasi baru dan struktur pembelajaran yang lebih
fleksibel; dan (6) menyediakan tiga jalur implementasi-Belajar Mandiri, Perubahan Mandiri,
dan Berbagi Mandiri-sehingga sekolah dapat mengadopsi kurikulum berdasarkan kesiapan
dan kapasitas mereka. Para perancang Kurikulum Merdeka membuatnya fleksibel dengan
menempatkan siswa sebagai pusatnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini
(Ferdaus & Novita, 2023). Kurikulum ini mendukung pembelajaran berbasis proyek yang
membantu siswa menerapkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan masyarakat
yang sebenarnya (Sumaludin, 2022). Fitur pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka
bertujuan untuk membangun Profil Siswa Pancasila melalui pendekatan pendidikannya
(Kadir, 2023).Pendidikan anak usia dini melalui Kurikulum Merdeka berkaitan langsung
dengan pengembangan Profil Pelajar Pancasila melalui penekanannya pada pertumbuhan
siswa secara menyeluruh yang dimulai pada tahap awal (Anzani, 2023).

3. Implementasi Kebijakan

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. Pelaksanaan
kebijakan harus melalui langkah-langkah praktis yang harus diikuti oleh departemen terkait
agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi Kurikulum Merdeka didukung oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelatithan guru, pengembangan sumber
belajar, dan pembentukan sistem monitoring dan evaluasi. Berbagai penelitian terkini
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B.

menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi beberapa tantangan
yang terus berulang, antara lain pemahaman guru yang terbatas terhadap konsep kurikulum,
sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, serta perlunya penguatan kemampuan
guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa (Sari & Wahyuni,
2024; Marwan, 2023; Sucipto dkk., 2024). Permasalahan yang dihadapi guru sering kali terkait
dengan kurangnya pelatihan dan kesiapan terhadap pendekatan pedagogi baru, sementara
keterbatasan sumber daya terutama terjadi di daerah terpencil dan kurang mampu (Sari &
Wahyuni, 2024; Sari & Wahyuni, 2024; Wahira dkk., 2023). Selain itu, kesulitan dalam
menyelaraskan praktik penilaian dengan tujuan holistik kurikulum telah sering dilaporkan
(Marwan, 2023). Mengatasi tantangan ini memerlukan pengembangan profesional
berkelanjutan, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan upaya kolaboratif di antara para
pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil di berbagai
lingkungan pendidikan (Sari & Wahyuni, 2024; Sucipto et al., 2024; Wahira et al., 2023).
Program pendidikan yang secara khusus ditujukan kepada guru memberikan manfaat yang
kuat terhadap pencerahan Kurikulum Merdeka dan praktik kelas sehingga menciptakan
lingkungan pendidikan dan hasil akademis yang lebih efektif (Sari & Wahyuni, 2024). Menurut
Pertiwi dan Pusparini (2021) Kurikulum Merdeka bergantung pada guru untuk
pencapaiannya. Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada tindakan guru. Staf pendidikan
harus meningkatkan efektivitas operasional mereka terkait penerapan Kurikulum Merdeka
(Kasman & Lubis, 2022).

4. Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan menjadi persyaratan penting untuk memeriksa pencapaian
tujuan Kurikulum Merdeka sekaligus menemukan area peningkatan yang potensial. Evaluasi
terbaru Kurikulum Merdeka menyoroti kemajuan dan tantangan yang terus ada dalam
mencapai hasil yang diharapkan. Studi telah menemukan bahwa meskipun kurikulum telah
meningkatkan keterlibatan siswa, menumbuhkan pemikiran kritis, dan memberikan
fleksibilitas yang lebih besar dalam pembelajaran, kendala signifikan tetap ada dalam hal
kesiapan guru, penyelarasan penilaian, dan distribusi sumber daya yang adil (Lestari et al.,
2023; Hanayanti et al., 2023; Marwan, 2023; Sari & Wahyuni, 2024). Praktik penilaian,
khususnya, sering kali kesulitan untuk sepenuhnya menangkap perkembangan holistik siswa
seperti yang dibayangkan oleh kurikulum, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi
guru diperlukan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif (Hanayanti et al.,
2023; Sari & Wahyuni, 2024). Studi evaluasi kebijakan merekomendasikan pemantauan
berkala, umpan balik pemangku kepentingan, dan penyempurnaan alat penilaian secara
berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampak kurikulum dan mengatasi kesenjangan dalam
praktik (Lestari et al., 2023; Hanayanti et al., 2023).

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kurikulum Merdeka
Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai solusi reformasi pendidikan di Indonesia

menghadapi berbagai kendala meskipun awalnya menjanjikan. Kesulitan mendasar muncul karena

beberapa sekolah di daerah terpencil menghadapi sumber daya pendidikan yang tidak mencukupi
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dan infrastruktur yang buruk (Sucipto et al., 2024). Keberhasilan penerapan program pendidikan
ini menghadapi hambatan kritis karena guru menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda sementara
siswa menunjukkan perbedaan dalam aksesibilitas teknologi (Sari & Wahyuni, 2024).

Sekolah-sekolah di seluruh negeri tidak memiliki fasilitas yang cukup serta peralatan dan
sumber belajar yang memadai untuk menyampaikan kurikulum dengan baik. Hambatan utama ada
dalam persyaratan untuk menawarkan pengembangan staf dan bantuan yang memadai kepada guru.
Guru membutuhkan lebih banyak pelatthan mengenai prinsip dan praktik Kurikulum Merdeka
karena banyak dari mereka belum secara efektif memperoleh pengetahuan ini. Berbagai hambatan
seperti sumber daya pengajaran yang tidak memadai dan fasilitas pendidikan yang buruk serta tidak
adanya persiapan guru yang tepat menciptakan tantangan bagi keberhasilan implementasi
kurikulum (Hanayanti et al., 2023). Lebih jauh lagi, guru pada umumnya menganggap Kurikulum
Merdeka menawarkan fleksibilitas dan kompatibilitas yang lebih besar dengan praktik yang ada,
tetapi mereka juga melaporkan peningkatan kompleksitas dan tuntutan administratif, yang
menggarisbawahi perlunya dukungan berkelanjutan dan pengembangan profesional (Hapsari &
Widiastuty, 2023).

Namun, Kurikulum Merdeka menghasilkan berbagai peluang untuk meningkatkan standar
pendidikan Indonesia meskipun ada kendala program. Pendekatan pendidikan yang dipimpin siswa
dikombinasikan dengan penilaian proyek di bawah Kurikulum Merdeka membangun kemampuan
analisis penting bersama dengan kekuatan pemecahan masalah dan kerja sama kelompok pada
peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metodologi utama Kurikulum Merdeka
yang memberikan hasil pencapaian siswa yang lebih baik di samping pencapaian pendidikan yang
bertanggung jawab (Puspitasari & Wahyuni, 2023). Sekolah dan guru yang memperoleh otonomi
melalui sistem ini dapat mengembangkan materi pendidikan yang membahas kebutuhan siswa yang
unik dalam konteks pendidikan tertentu.(Fakhrudin dkk., 2023)

C. Analisis Tahapan Proses Kebijakan dengan Model Dunn
Tabel ini, yang diambil dari dokumen Anda, menguraikan tahapan-tahapan proses kebijakan

Kurikulum Merdeka berdasarkan model William Dunn. Tabel ini menyoroti kegiatan-kegiatan
utama, tantangan-tantangan potensial, dan strategi-strategi mitigasi untuk setiap tahapan.
Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan perencanaan, koordinasi, dan kolaborasi yang
cermat di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan-tantangan dan
memanfaatkan peluang-peluang (Wahyuningsih dkk., 2024).

Analisis ini tidak hanya selaras dengan model proses kebijakan Dunn sebagai kerangka
teoritis, tetapi juga mencerminkan interaksi dinamis antara teori dan praktik dunia nyata dalam
analisis kebijakan. Seperti yang ditekankan Dunn (2017), analisis kebijakan pada dasarnya pragmatis
dan eklektik, yang membutuhkan sintesis pengetahuan teoritis dengan kebijaksanaan praktis dan
pengalaman pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks. Dalam
praktiknya, siklus kebijakan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa tahapan seperti formulasi,
implementasi, dan evaluasi tidak sepenuhnya linier, tetapi sering kali tumpang tindih, berinteraksi,
dan membutuhkan umpan balik dan adaptasi berkelanjutan menggemakan pemikiran sistem dan
pendekatan iteratif yang disorot dalam teori kebijakan (Dunn, 2017; Cairney, 2019; Hanayanti et
al., 2023). Mendialogkan temuan dengan teori dan pengalaman lapangan mengungkapkan bahwa
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sementara model terstruktur memberikan panduan yang berharga, hasil kebijakan yang sukses
bergantung pada kolaborasi, fleksibilitas, dan respons yang berkelanjutan terhadap isu-isu yang

muncul dalam sistem pendidikan (Lee, 2025; Wahyuningsih et al., 2024).

Tabel 1.Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Model William Dunn

K’eIl‘)ai?afan Kegiatan Utama | Tantangan Potensial Strategi Mitigasi
Identifikasi Mengenali kekurangan [Penolakan terhadap Melibatkan pemangku
Masalah kurikulum sebelumnya |perubahan dari pihak- |kepentingan dalam proses

dan kebutuhan abad  |pihak yang merasa identifikasi masalah dan
21. nyaman dengan memberikan penjelasan yang
kurikulum lama. jelas tentang manfaat
kurikulum baru.
Perumusan Mengembangkan Kurangnya sumber Membentuk tim ahli yang
Kebijakan berbagai pilihan daya dan keahlian terdiri dari akademisi,
kebijakan untuk untuk pendidik, dan praktisi untuk
mengatasi masalah mengembangkan mengembangkan kurikulum.
yang teridentifikasi. pilihan kebijakan yang
efektif.
Implementasi  [Menerjemahkan Kurangnya sumber Memberikan pelatthan bagi
Kebijakan kebijakan menjadi daya dan infrastruktur |guru, mengembangkan sumber
tindakan nyata dan di beberapa sekolah.  |daya belajar, dan membangun
memastikan sistem pemantauan dan
implementasinya evaluasi.
efektif.
Hvaluasi Menilai efektivitas Kesulitan dalam Melakukan evaluasi berkala
Kebijakan kebijakan dalam mengukur dampak untuk menilai dampak
mencapal tujuan yang |kebijakan terhadap kurikulum terhadap hasil
diinginkan. hasil belajar siswa. belajar siswa, efektivitas guru,
dan kualitas keseluruhan.

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan Nomor 56 Tabun 2022 dan
Keputusan Kepala BSKAP Nomor 044/ H/ KR/ 2022 tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka memiliki kekuatan untuk mengubah pendidikan Indonesia sekaligus
memberi siswa kemampuan untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dan berkontribusi secara
aktif bagi masyarakat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Kurikulum Merdeka
bergantung pada peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, distribusi sumber daya yang adil,
dan evaluasi kebijakan yang konsisten untuk memastikan keselarasan dengan tujuan pendidikan.
Para pembuat kebijakan disarankan untuk memperkuat pengembangan profesional berkelanjutan
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bagi guru, memprioritaskan peningkatan infrastruktur di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber
daya, dan membangun mekanisme umpan balik rutin yang melibatkan semua pemangku
kepentingan untuk mendukung implementasi kurikulum adaptif. Namun, studi ini memiliki
beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan data yang terbatas pada sekolah-sekolah tertentu dan
partisipan yang dipilih secara purposive, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi
secara luas untuk seluruh konteks pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif yang
digunakan memungkinkan adanya subjektivitas dalam interpretasi data.
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Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua responden,
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